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Abstrak 

 
Hukum ketenagakerjaan sangat pelik dalam mengulas bagian dari sistem hukum yang 

sangat kontroversial dan politis. Berkaitan erat dengan hubungan sosial yang sangat mendasar 

antara pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan instansi, serikat pekerja dengan 

anggotanya, serta antara pengusaha, serikat pekerja dan Negara. Badan Pusat Statistik Indonesia 

menjelaskan bahwa jumlah pekerja/buruh pada Agustus 2021 mencapai total angkatan kerja yaitu 

sebanyak 131,05 juta orang. Dengan besarnya jumlah pekerja/buruh, seharusnya pekerja atau 

buruh bisa memperoleh perhatian serta perlindungan dari pemerintah. Namun kejadian yang 

terjadi di lapangan tidak sesuai karena pemerintah lebih cenderung berpihak ke pengusaha. 

Dengan dalil peningkatkan perekonomian melalui investor asing maka pemerintah melakukan 

pengunduran jaminan hukum baik secara substansi hukum. Bidang ketenagarakerjaan diatur oleh 

hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan Undang- Undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada hakikatnya hak-hak normatif perlindungan tenaga kerja 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri memiliki kedudukan yang lebih rentan dan lemah. Oleh 

karena itu instansi memikul tanggung jawab dan secara moral instansi mempunyai kewajiban 

untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu implementasi hak normatif bagi pegawai pemerintah 

non pegawai negeri dan upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam pemenuhan hak 

normatif dikantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian ini bersifat 

deskriptif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Dengan data 

yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada PPNPN dan data 

yang diperoleh dari studi kepustakaan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  Barat. 

Implementasi hak normatif bagi PPNPN sudah terpenuhi namun terdapat beberapa kejanggalan 

terkait pemberian upah lembur bagi PPNPN yang menyelesaikan jam kerja lewat dari aturan 

perjanjian kerja. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ubi societas ibi ius merupakan istilah hukum yang pengertiannya dimana 

ada masyarakat maka disitu ada hukum. Setiap negara dan bangsa di dunia ini 

tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh 

pemerintah maupun masyarakatnya sendiri yang harus dipatuhi oleh pemerintah 

dan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan suku.
1 

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat berjalan secara teratur, 

tertib, berkeadilan, aman dan bermanfaat dalam suatu negara tanpa ada hukum 

yang mengaturnya. Negara Indonesia adalah negara dengan sistem  hukum yang 

mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. 

Ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka konsep 

negara hukum Indonesia bukan lagi konsep negara hukum rechtsstaat melainkan 

merupakan negara hukum yang menggabungkan antara konsep negara hukum 

rechtsstaat dan konsep negara hukum rule of law. 

Joeniarto merumuskan asas negara hukum atau asas the rule of law sebagai 

berikut: 

“Asas the rule of law, mempunyai arti bahwa dalam penyelenggaraan 

negara, tindakan-tindakan penguasanya harus berdasarkan kekuasaan atau 

kemauan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, 

                                                 
1. Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian 

Bangsa,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 47 
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yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota masyarakatnya dari 

tindakan sewenang-wenang”.
2
 

 

Hukum ketenagakerjaan pelik dalam mengulas bagian dari sistem hukum 

yang sangat kontroversial dan politis. Berkaitan erat dengan hubungan sosial yang 

sangat mendasar antara pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan instansi, 

serikat pekerja dengan anggotanya, serta antara pengusaha, serikat pekerja dan 

negara. Hukum ketenagakerjaan banyak melibatkan berbagai segi pengetahuan 

hukum yaitu : hukum perdata,  hukum pidana, hukum administrasi bahkan hukum 

tata negara.
3
 

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan 

dengan pembangunan nasional sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia 

dalam pengamalan pancasila, dan penerapan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketenagarakerjaan berdedikasi untuk 

meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta rasa percaya diri 

dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, damai dan adil baik spiritual 

maupun material. Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup demi keberlangsungan hidupnya di dunia. Sebab dengan bekerja manusia 

akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari 

seluruh ciptaan-Nya. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai 

upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan 

                                                 
2 Joeniarto dalam Mukhtie Fadjar dalam Muhammad Sadi Is dan Sobandi, Hukum 

Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020, hlm.19 
3. Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm.1  
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masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja 

dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan yang lainnya.
4
 

Islam memerintahkan umat muslim untuk bekerja, karena bekerja dapat 

menunjang kelangsungan hidup yang baik untuk masa depan. Allah berfirman 

dalam Al Qur’an Surah At Taubah Ayat 105 berbunyi : 

 

Artinya : 

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105). 

Selanjutnya juga terdapat dalam Al Qur’an Surah Az Zumar Ayat 39 berbunyi : 

 

Artinya : 

“Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan 

bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,” (QSAz Zumar : 39) 

Selain ayat di atas juga terdapat dalam Al Qur’an Surah Al Mulk Ayat 15 

berbunyi : 

 

 

                                                 
4Ibid.,hlm 3  



4 

 

 

Artinya:  

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi 

lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al Mulk : 15) 

Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa jumlah pekerja atau 

buruh pada Agustus 2021 mencapai total angkatan kerja yaitu sebanyak 131,05 

juta orang.
5
 Dengan besarnya jumlah pekerja maupun buruh, seharusnya tenaga 

kerja bisa memperoleh perhatian serta perlindungan dari pemerintah. Namun 

kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai karena pemerintah lebih cenderung 

berpihak ke pengusaha. Dengan dalil peningkatkan perekonomian melalui 

investor asing maka pemerintah melakukan pengunduran jaminan hukum baik 

secara substansi hukum maupun praktik penegakan hukum yang berimbas pada 

kesejahteraan pekerja atau buruh.
6
 

Konsep negara hukum pancasila dalam bidang ketenagakerjaan yaitu hukum 

yang mampu memberikan pengayoman dan keadilan bagi pekerja atau buruh 

dalam memperjuangkan hak-haknya untuk hidup sejahtera agar tidak 

mendapatkan perlakuan secara diskriminatif oleh instansi atau tempat bekerja. 

Bidang ketenagarakerjaan diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat 

ini yaitu Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja.  

                                                 
5 Data Badan Pusat Statistik Indonesia.Bps.go.id diakses pada Kamis 2 Juni 2022. 
6Asri Wijaya dkk, Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan.Surabaya: Revka Prima  

Media, 2019, hlm.38 
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Pada hakikatnya hak-hak normatif perlindungan tenaga kerja Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri memiliki kedudukan yang lebih rentan dan 

lemah. Oleh karena itu instansi memikul tanggung jawab dan secara moral 

instansi mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan 

kesejahteraan tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Sudah 

sewajarnya apabila tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri juga 

berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan 

nasional tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan 

keluarganya dengan baik. 

Saat ini peneliti melakukan penelitian di kantor Badan Pusat Statistik 

Provinsi Sumatera Barat. Kantor Badan Pusat Statistik memiliki tenaga kerja 

golongan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN dan Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (selanjutnya disingkat PPNPN). Tenaga kerja 

PPNPN merupakan para pekerja di instansi pemerintahan yang tidak terikat 

dengan pihak ketiga namun juga tidak terdaftar sebagai pegawai negeri. 

Penerapan hak dan aturan PPNPN di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat di dasarkan pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Tenaga 

kerja PPNPN dalam pembangunan nasional semakin mempengaruhi keterikatan 

kerja dengan berbagai risiko menantang yang dihadapinya, dimana gaji nya 

dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pegawai 
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Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) tersebut dikontrak setiap tahunnya sebagai 

upaya pemenuhan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pemerintahan.
7
 

Adapun persyaratan menjadi tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah resmi 

sebagai warga negara Indonesia, berusia maksimal 30 tahun dan mampu 

mengoperasikan komputer. Tenaga kerja PPNPN mengikatkan diri terhadap 

instansi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan perjanjian atau 

kontrak kerja tertulis. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si 

majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
8
 

Berdasarkan pra penelitian, penulis menemukan 2 (dua) permasalahan 

terkait implementasi hak PPNPN di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat. Pertama, terkait upah lembur. Pemberian upah atau pemberian 

gaji merupakan permasalahan pelik untuk dibahas. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 menyebutkan 

bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja 

atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah 

dilakukan.  

                                                 
7 Yunita, Rani. Tinjauan Yuridis Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN) Dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019. Other thesis, Universitas Tamansiswa Palembang. Abstrak. 
8 Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, 

hlm. 62 
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-8/Pb/2019 tentang perubahan atas peraturan direktur 

jenderal perbendaharaan Nomor Per-31/Pb/2016 tentang tata cara pembayaran 

penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa 

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai 

lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9
 

Permasalahan terkait upah lembur yang diamati penulis pada pra penulisan 

proposal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

maupun Keputusan Menteri Nomor 102 Tahun 2004. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan PPNPN khususnya Sekretaris menyatakan, bahwa 

hampir setiap hari sekretaris tersebut menyelesaikan jam kerja di kantor 

menyesuaikan dengan jam pulang Pimpinan Kantor Badan Pusat Statistik yang 

mana selalu melewati dari jam pulang dalam perjanjian kerja. Namun, setiap 

bulan nya pemberian upah pada waktu yang terhitung lembur jarang sekali 

dibayarkan. Hal ini menjadi permasalahan bagi Sekretaris dalam pemenuhan hak 

PPNPN di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam 

pemberian upah kerja lembur. 

  Kedua, tentang waktu kerja. Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja 

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi. Peraturan tersebut 

dibuat guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan menciptakan 

                                                 
9 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/Pb/2019 tentang perubahan atas 

peraturan direktur jenderal perbendaharaan Nomor Per-31/Pb/2016 tentang tata cara pembayaran 

penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan padaanggaran 

pendapatan dan belanja negara. 
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keteraturan. Pengaturan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Pasal 77 sampai Pasal 85. Dimana, Pasal 77 ayat 1 melaksanakan 

ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu : 

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 

hari dalam 1 minggu. 

2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari 

kerja dalam 1 minggu. 

  Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberi batasan jam kerja yaitu  40 

(empat puluh) jam dalam satu minggu. Apabila melebihi ketentuan waktu kerja 

tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur 

sehingga pekerja berhak atas upah lembur.
10

 

Beban kerja yang dirasakan oleh masing-masing tenaga kerjaPPNPN di 

Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jelas berbeda-beda. Dalam 

pra penelitian yang dilakukan penulis, terdapat waktu kerja yang bervariasi antara 

satpam, cleaning service, pramubakti dan pengemudi. Penulis melakukan 

wawancara kepada tenaga kerja PPNPN yang ada, adapun hasilnya sebagai 

berikut : 

1. Satpam bekerja dari 07.30 WIBhingga pukul 20.00 WIB untuk shift pagi, 

Pukul 20.00 WIB hingga pukul 07.30 pagi shift malam . Jadi satpam 

bekerja kurang lebih 12 ( dua belas) jam dalam setiap shift.
11

 

                                                 
10 Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm.94 
11 Wawancara Anggota satuan pengamanan (RA) pada hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 

07.00 WIB. 
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2. Cleaning service bekerja mulai pukul 06.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB 

setiap harinya. Jadi Cleaning Service bekerja lebih kurang 10 (sepuluh) 

jam sehari.
12

 

3. Pramubakti bekerja mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 atau 16.30 

WIB. Jadi pramubakti bekerja lebih kurang 9 (sembilan) jam sehari.
13

 

4. Pengemudi bekerja mulai pukul 07.30 WIB hingga waktu pulang 

menyesuaikan dengan pimpinan. Pada suatu waktu pengemudi juga 

melaksanakan perjalanan dinas mengikuti jadwal pimpinan keluar kota. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki 

kurun waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk dapat meneliti lebih dalam 

apa yang menjadi masalah bagi PPNPN dan bagaimana kendala dari Badan Pusat 

Statistik sendiri dalam menyikapi hal yang demikian. 

Tenaga kerja PPNPN memiliki aturan kerja yang terstruktur, kewajiban dan 

hak-hak sebagai pekerja yang harus dipenuhi. Tenaga  kerja PPNPN wajib 

mendedikasikan diri dan memberikan loyalitas yang tinggi dalam bekerja 

sehingga hak-hak pemeliharaan kesejahteraan terhadap tenaga kerja PPNPN harus 

diberikan agar dapat meningkatkan produktivitas kehidupan nasional.
14

 

Hal mengenai penerapan dan pelaksanaan  hak-hak normatif terhadap buruh 

atau tenaga kerja PPNPN disetiap instansi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa 

                                                 
12

 Wawancara Cleaning Service (IMS) pada hari Sabtu 16 April 2022 Pukul 20.00 WIB. 
13

 Wawancara Pramubakti  (YR) pada hari Rabu 13 April 2022 Pukul 13.15 WIB. 
14 Pengertian PPNPN. Kampus.republika.co.id. diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 

2022, Jam 15.00 WIB. 
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pengimplementasian hak-hak setiap buruh atau tenaga kerja PPNPN harus sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua 

instansi tempat bekerja menerapkan aturan tersebut sebagaimana yang akan terjadi 

dikalangan masyarakat. 

Oleh karena itu, penulis akan  meneliti hal tersebut yang akan dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul : “IMPLEMENTASI HAK NORMATIF 

PEGAWAI PEMERINTAH NON  PEGAWAI NEGERI PADA KANTOR 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik beberapa pokok permasalahan 

yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah implementasi hak normatif pegawai pemerintah non 

pegawai negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Barat? 

2. Bagaimanakah upaya pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam 

mewujudkan hak normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat dan tindak lanjutnya ? 
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C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui proposal ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi hak normatif pegawai 

pemerintah non pegawai negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat. 

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pegawai pemerintah non 

pegawai negeri dalam mewujudkan hak normatif berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sumatera Barat 

D. Manfaat Penelitian   

Manfaat  penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :  

1. Kegunaan Teoritis   

a. Sebagai acuan untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan 

mengenai hukum perdata pada umumnya. 

b. Sebagai acuan untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan 

mengenai hukum ketenagakerjaan pada khususnya.  

c. Sebagai pengetahuan dalam menambah wawasan bagi PPNPN 

2. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis proposal ini sehubungan dengan perbaikan kehidupan 

masyarakat khususnya tenaga kerja PPNPN adalah untuk : 
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a) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum ketenagakerjaan 

terhadap tenaga kerja PPNPN di Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat. 

b) Mengimplementasi hak-hak PPNPN agar mendapatkan hak yang layak 

sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

c) Meninjau sejauh mana tingkat kesejahteraan PPNPN Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam pemenuhan hak-hak nya 

sesuai dengan kontrak kerja yang di sepakati. 

E. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana peneliti menggambarkan 

secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti sehingga 

mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau 

membuat teori baru tentang pengimplementasian hak-hak pekerja khususnya 

PPNPN di suatu instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Barat. 

2. Metode Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang 

berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Peneliti mengamati langsung 

bagaimana realisasi hak-hak tenaga kerja PPNPN di kantor Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sumatera Barat. Penulis dalam menyelesaikan proposal ini 
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berupaya mengumpulkan materi dan bahan penelitian dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa tenaga kerja PPNPN dan informan yang ada di 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum  

Dalam penelitian hukum sosiologis, data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada PPNPN di 

kantor kepada kepala bagian umum kantor  Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat dan Kepala seksi bidang hukum dan kepegawaian serta 

kepala seksi bagian keuangan serta melakukan observasi di kantor Badan 

Pusat Statistik 

b. Data Sekunder   

Data sekunder  merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Informasi tertulis yang diperoleh dalam data 

sekunder lazim disebut bahan hukum (law material). Bahkan hukum dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:  

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini antara lain: Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang No 13 
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tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri PPNPN. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur 

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya 

dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, 

jurnal hukum, surat kabar, dan makalah yang berhubungan dengan 

hak-hak tenaga kerja, penerapan hukum ketenagakerjaan di berbagai 

instansi pemerintah dengan pegawai  non pegawai negeri yang ada 

dikantor tersebut.  

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, jurnal 

hukum, website, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian 

ini.  

4. Teknik pengumpulan data dan Bahan Hukum  

Proposal ini menggunakan teknik penelitian lapangan (Yuridis Sosiologis) 

yaitu dengan cara : 

a. Wawancara langsung kepada responden yaitu pegawai negeri yang 

bekerja di instansi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 

b. Studi data, yaitu dengan memperoleh data langsung dari BPS seperti 

Surat Perjanjian Kerjasama PPNPN dengan BPS Provinsi Sumatera 

Barat, dan data jumlah PPNPN. 
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c. Studi Pustaka, yaitu dengan memperoleh referensi melalui buku dan 

jurnal ilmiah. 

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum 

1. Pengelompokkan, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk 

dicari kapan diperlukan. 

2. Coding, membuat kode terhadap data yang sudah terkumpul. 

3. Editing, melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

6. Analisis Data dan Bahan Hukum  

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis Kualitatif yaitu dengan 

berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur angka, berupa 

informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. 

7. Metode Penarikan Kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. 

Metode deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan melalui proses 

penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan 

yang logis. 

G. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan judul penulis dari proposal ini, yaitu Implementasi Hak 

Normatif Pegawai Pemerintah Non  Pegawai Negeri Pada Kantor Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka untuk mendapatkan suatu 
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gambaran yang jelas dan terperinci mengenai materi skripsi ini. Sehingga dapat 

penulis uraikan garis-garis besar dan sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, menjelaskan mengenai pokok-pokok pendahuluan 

penelitian yang berisikan penguraian tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan bab kedua yang berisikan tentang pokok-

pokok pembahasan tinjauan umum yang berisikan penguraian 

mengenai hukum ketenagakerjaan, pegawai pemerintah non 

pegawai negeri, hak normatif, dan mengenai implementasi. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ketiga ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

yang berisikan gambaran umum dari jawaban rumusan masalah 

yang penulis kemukakan. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisikan bagian penutupan penulisan 

proposal yang berisikan penguraian tentang apa saja yang dapat 

ditarik sebagai kesimpulan akhir penelitian, kemudian penulis 

memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti 

dengan sumbangsih pemikiran dari berbagai informan dan 

pengamatan penulis secara langsung. 



 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan. 

1.  Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai 

hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan 

dibawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. 

Dalam pendapat ahli lain, hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan 

hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara 

buruh dan majikan dengan perintah penguasa.
15

 

Hukum positif pada beberapa negara sangat memengaruhi pengertian 

hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hal ini yang mempengaruhi perbedaan 

pengertian antar hukum ketenakerjaan. Iman Soepomo, menyampaikan 

pandangan para ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, yang 

beragam, yaitu : 

a. Menurut Molenaar, mengatakan bahwa “arbeidsrecht” merupakan bagian 

dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara 

buruh dengan majikan, antara buruh dan buruh dan antara buruh dan 

penguasa. 

b. Menurut Mr. M.G. Levenbach, merumuskan arbeidsrecht sebagai suatu 

yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

                                                 
15

Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Indonesia. Jakarta 

Timur: Prenadamedia group, 2019, hlm. 4 

PUSTAKA
Typewritten text
17
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pekerjaan dilaksanakan berada dibawah pimpinan dan dengan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja 

tersebut. 

c. Menurut Mr. N.E.H. van Esveld, tidak membatasi lapangan arbeidsrecht 

pada hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilaksanakan dibawah 

pimpinan, tetapi meliputi pola pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja 

yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko bagi diri 

sendiri. 

d. Menurut Iman Soepomo,S.H., merumuskan hukum ketenagakerjaan 

sebagai pimpinan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain 

dengan menerima imbalan dalam bentuk upah.
16

 

Perkembangan hukum ketenagakerjaan khususnya di Indonesia semata-mata 

tidak dari undang-undang dan peraturan lainnya mengenai hukum 

ketenagakerjaan. Hukum tentang tenaga kerja pada masa itu adalah hukum 

ketenagakerjaan asli Indonesia, yaitu hukum ketenagakerjaan adat dan hukum 

ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hukum adat 

merupakan hukum tidak tertulis sedangkan hukum ketenagakerjaan yang dibuat 

oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah hukum tertulis.
17

 

Hukum ketenagakerjaan adat dibuat tidak tertulis, hal ini menyebabkan 

perkembangan sulit diuraikan dengan penandaan waktu. Pada kenyataannya 

                                                 
16Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 

2019. Hal 20 
17Ibid, hal 21 
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sebelum Pemerintah Hindia Belanda, sudah ada orang yang memiliki budak. 

Kenyataan ini memberi indikator bahwa ada orang yang memberi pekerjaan, 

memimpin pekerjaan, meminta pekerjaan serta orang yang melakukan pekerjaan. 

Banyak hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga 

kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sampai dengan dikeluarkan 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pengaturan 

tentang tenaga kerja diperlukan sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala 

sesuatu dimana terdapat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tentang 

ketenagakerjaan. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi : 

1. Sumber hukum material  

Sumber hukum materil disebut juga dengan sumber isi hukum 

(karena sumber yang menentukan isi hukum) merupakan kesadaran 

hukum masyarakat, yang mana kesadaran hukum yang ada dalam 

masyarakat mengenai sesuatu yang seyogyanya atau seharusnya. 

2. Sumber hukum formil 

Sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat 

menemukan hukum. Sumber hukum formil adalah tempat dari mana 

suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum 

ketenagakerjaan dalam arti formil meliputi : 

a. Perundang-undangan 

Perundang-undangan merupakan peraturan yang ditetapkan 

Presiden oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping 

itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
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yang kedudukannya sama dengan Undang-undang. 

b. Kebiasaan 

Sumber hukum yang berkembang ditengah masyarakat 

yang mengatur hubungan-hubungan tertentu disebut dengan hukum 

kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Berkembangnya hukum 

kebiasaan dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi 

karena perkembangan masalah-masalah ketenagakerjaan jauh lebih 

cepat dari peraturan perundang-undangan yang ada dan banyak 

peraturan yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda sudah tidak 

sesuai lagi dengan keadaan ketenagakerjaan setelah Indonesia 

merdeka. 

c. Keputusan 

Keputusan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan, yang 

sangat besar peranannya ialah Keputusan Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Ketenagakerjaan. Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Ketenagakerjaan merupakan suatu asbitrase wajib, sifatnya 

mengikat, dan memuat aturan yang ditetapkan atas kuasa dan 

tanggung jawab sendiri, serta menetapkan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

d. Traktat 

Traktat merupakan perjanjian internasional mengenai soal 

ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain. 

Perjanjian internasional memuat peraturan hukum yang secara 
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umum mengikat. Sesuai dengan asas “pacta sunt servanda”, maka 

masing-masing negara sebagai rechtpersoon (publik) terikat oleh 

perjanjian yang dibuatnya. 

e. Perjanjian 

Perjanjian ketenagakerjaan dapat dirumuskan sebagai suatu 

perjanjian antara serikat buruh antara majikan dengan syarat-syarat 

yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Sebagai sumber 

hukum, perjanjian ketenagakerjaan lebih berperan daripada 

perjanjian kerja. 

 Hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif, hal ini sesuai dengan fungsi 

dan tujuan hukum ketenagakerjaan yaitu : 

a. Hukum ketenagakerjaan untuk melaksanakan keadilan sosial dalam 

bidang ketenagakerjaan. 

b. Hukum ketenagakerjaan untuk melindungi dan mencapai hak tenaga 

kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. 
18

 

Dari pengertian diatas ada dua hal yang menjadi kesimpulan dari hukum 

ketenagakerjaan, yaitu : 

1. Hukum ketenagakerjaan hanya mengenai kerja sebagai akibat adanya 

hubungan kerja. Berarti bekerja dibawah pimpinan orang lain. Dengan 

demikian, hukum ketenagakerjaan tidak mencakup : 

a. Kerja yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab dan risiko 

sendiri 

                                                 
18

Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 

2019. Hal. 29 
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b. Kerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain yang didasarkan 

atas kesukarelaan.  

c. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan. 

2. Hukum ketenagakerjaan menyangkut peraturan tentang keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja, 

diantaranya : 

a. Peraturan-peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua buruh. 

b. Peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan anak bagi buruh 

wanita. 

c. Peraturan-peraturan tentang menganggur. 

d. Peraturan- peraturan tentang organisasi-organisasi buruh/majikan 

dan tentang hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan 

pemerintah dan sebagainya.
19

 

2. Hak Normatif Tenaga Kerja 

Hak normatif merupakan hak-hak dasar pekerja yang diatur, dilindungi dan 

dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu adalah 

suatu keharusan bagi instansi untuk memberikan kepada pekerjanya minimal 

hak-hak yang telah dijamin tersebut. Jika tidak, instansi dapat dikenakan sanksi 

administrasi, sanksi perdata bahkan sanksi pidana. Bukan berarti instansi dilarang 

untuk memberi lebih atau memberikan hak lain di luar yang digariskan peraturan 

perundang-undangan.  

                                                 
19 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Indonesia. Jakarta 

Timur: Prenadamedia group, 2019, hlm. 5 
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Hak normatif lahir sebagai upaya memberi perlindungan terhadap pekerja 

yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau instansi yang diatur dalam peraturan 

Perundang-undangan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja 

Bersama yang bersifat mengikat pekerja dan pengusaha. Instansi atau tempat 

bekerja dapat mengakomodir pemberian hak-hak lain kepada pekerja dengan 

terlebih dahulu merumuskannya di dalam Perjanjian Kerja. 

Badan Pusat Statistik mengelompokkan tenaga kerja dalam beberapa 

golongan : 

a. Tenaga kerja penuh (employed) yang merupakan tenaga kerja 

dengan jumlah jam kerja sebanyak > 35 jam dalam seminggu 

dengan ketentuan hasil kerja sesuai dengan uraian tugas. 

b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under 

employed) yang merupakan tenaga kerja dengan jumlah jam kerja 

sebanyak < 35 jam dalam seminggu. 

c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 

(unemployed) yang merupakan tenaga kerja dengan jumlah jam 

kerja sebanyak 0 > 1 jam perminggu.
20

 

Ketika telah diatur di dalam Perjanjian Kerja, maka sesuatu yang semula 

bukan merupakan hak normatif berubah menjadi hak normatif bagi pekerja.
21

 

PPNPN merupakan tenaga kerja tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan 

pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Perencanaan 

                                                 
20 Adya Dwi Mahendra, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia Dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Studi Di Industri Kecil Tempe Di Kota 

Semarang” Undergraduate thesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 
21Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm 81  
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Belanja Negara.
22

 PPNPN diberikan beban kerja sesuai bidang masing-masing 

dalam kesepakatan kontrak kerja. Hak normatif terdiri atas : 

d. Hak Normatif Bersifat Ekonomis 

Hak normatif bersifat ekonomis adalah hak yang sedikit sensitif karena 

berkaitan erat dengan kepentingan yang cukup sulit untuk ditemukan. Dilain sisi, 

pengusaha berusaha menekan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan 

lebih. Hak normatif bersifat ekonomis terdiri atas : 

a. Upah  

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan pekerja. 

Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan.
23

 Upah terdiri dari : 

1. Upah pokok  

Upah pokok merupakan imbalan dasar (basic salary) yang 

diberikan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan 

yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

 

 

                                                 
22Pengertian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.Kampus.republika.co.id, diakseshari 

Rabu, tanggal 15 Maret 2022, Jam 15.00 WIB. 
22 Indonesia,Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 

2003, Pasal 1 angka 30. 
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2. Tunjangan Tetap 

Tunjangan tetap (fixed allowance) merupakan tunjangan yang 

pembayarannya kepada pekerja yang dilakukan secara teratur. 

Tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja prestasi kerja tertentu.  

3. Tunjangan Tidak Tetap 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilah 

tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap (unfix salary) 

merupakan tunjangan yang pembayarannya secara langsung atau 

tidak langsung berkaitan dengan pekerja. 

b. Upah minimum 

Upah minimum merupakan persoalan yang hampir setiap 

tahun dipermasalahkan oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia 

ketenagakerjaan. Upah minimum merupakan upah bulanan 

terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang 

ditetapkan oleh Pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, 

hampir setiap tahunnya pekerja meminta kepada pemerintah untuk 

meningkatkan upah minimum.  

Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 

menggariskan bahwa upah minimum pada dasarnya diperuntukkan 

bagi untuk pekerja yang bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun pada 

perusahaan. Sedangkan pekerja yang bekerja dari 1 (satu) tahun 

atau lebih, seharusnya menerima upah sesuai dengan yang telah 

dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha. 
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Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup 

layak (KHL). Pada prinsipnya, KHL merupakan standar untuk 

kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara 

fisik guna kebutuhan 1 (satu) bulan yang terdiri atas beberapa jenis 

kebutuhan hidup. Seperti : makanan dan minuman, sandang, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan 

tabungan.
24

 

c. Pendapatan Non Upah 

 Pendapatan Non Upah merupakan fasilitas lain yang 

diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Diantaranya adalah 

Tunjangan Hari Raya merupakan pendapatan non upah yang wajib 

dibayarkan oleh instansi atau pengusaha kepada pekerja atau 

keluarganya menjelang dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

hari raya keagamaan. Pengusaha wajib memberikan THR kepada 

pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan atau tempat bekerja. 

Pekerja tetap maupun kontrak harus diberikan Tunjangan Hari 

Raya, dengan persyaratan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) 

bulan secara terus menerus atau lebih.
25

 

 

 

                                                 
24 Menteri Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang 

Kebutuhan Hidup Layak. Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tanggal 27 Juni 2016, BNRI Nomor. 

948 Tahun 2016. 
25Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Tunjangan Hari 

Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, Tanggal 18 

Maret 2016.BNRI 375, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (4) 
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d. Upah Kerja Lembur 

Permasalahan upah kerja lembur juga merupakan hal yang 

sangat menarik untuk diperhatikan. Walaupun sudah ada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan 

tegas, baik di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah 

lembur merupakan upah yang diberikan ketika pekerja yang 

bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, yaitu pekerja yang bekerja : 

1. Lebih dari 8 jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja 

2. Lebih dari 7 jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja. 

3. Jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam 

Upah lembur juga diberikan kepada pekerja yang bekerja 

pada waktu libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.  

2. Hak Normatif Bersifat Sosial Dan Medis  

a. Perlindungan Pekerja Perempuan 

Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 

melarang keras diskriminasi dalam hubungan kerja dalam bentuk dan 

bidang apapun. Namun demikian, lain halnya dengan perempuan yang 

memiliki keistimewaan dan hak yang diberikan Undang-Undang No 13 

Tahun 2003, yaitu : 

1. Waktu kerja  

Keistimewaan waktu kerja bagi perempuan adalah sebagai 

berikut : 



28 

 

 

a) Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun 

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 

07.00 

b) Pengusaha dilarang memperkerjakan perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja 

antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
26

 

2. Cuti Haid 

Pekerja perempuan dalam masa haid merasakan sakit dan 

memberitahukan kepada pemberi kerja, maka tidak wajib untuk 

masuk bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
27

 

3. Cuti melahirkan 

Pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 

1,5 (satu stengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 

1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 

perhitungan dokter kandungan atau bidan.
28

 

b. Waktu istirahat dan cuti 

Istirahat dan cuti merupakan hak normatif yang wajib diberikan 

kepada pekerja. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Waktu istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya 

setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan 

                                                 
26

Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm 105 
27Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81. 
28Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 ayat 1 
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waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan 1 

(satu) hari kerja untuk 6 (enam) hari kerja dalam kurun waktu 1 

minggu atau 2 hari kerja untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 

Selanjutnya cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah 

pekerja selama 12 bulan secara terus menerus. 

c. Keselamatan dan kesehatan kerja  

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang 

Ketenagakerjaan setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas kerja 

yang optimal. Dalam penyelenggaraaannya, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dibedakan menajdi 2 (dua) bentuk. Pertama BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Saat ini banyak yang mengincar menjadi seorang tenaga kerja PPNPN. 

Sebuah sumber menyebutkan  bahwa sesuai dengan pengertian PPNPNyang 

mengacu pada Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan pekerja ini mengikuti 

Standar Biaya Minimum (SBM) yang berdasar pada Peninjauan Masa Kerja 

(PMK) pada tahun 2016. Pada Standar Biaya Minimum tersebut dinyatakan kalau 

batas terendah bayaran Pagawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bayaran Rp. 

1.700.000. Namun gaji PPNPN bisa mengikuti Upah Minimum Rata-Rata (UMR) 

terendah di wilayah masing-masing. Hal ini juga mengikuti kebijakan masing-

masing instansi yang menjadi tempat bekerja PPNPN itu sendiri. Adapun hak 

pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

adalah sebagai berikut : 



30 

 

 

1. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. 

2. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari 

perusahaan / instansi tanpa diskriminasi. 

3. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi kerja. 

4. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan. 

5. Hak atas penempatan tenaga kerja. 

6. Hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja 

7. Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja. 

8. Hak ikut seta dalam serikat pekerja atau buruh. 

9. Hak mendapatkan cuti. 

10. Hak istirahat. 

11. Hak cuti melahirkan dan cuti haid khusus karyawan perempuan. 

12. Hak melaksanakan ibadah. 

13. Hak melakukan mogok kerja. 

14. Hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja 

atau PHK.  

B. Tinjauan Umum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri merupakan para pekerja yang 

tidak terikat dengan pihak ketiga namun juga tidak terdaftar sebagai pegawai 

negeri. PPNPN memperoleh gaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN). PPNPN terikat oleh perjanjian atau kontrak kerja tertulis dengan Badan 
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Pusat Statistik. PPNPN mempunyai aturan kerja yang terstruktur dan terarah 

sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu PPNPN 

wajib mendedikasikan diri dan memberikan loyalitas kerja yang tinggi dalam 

bekerja sehingga dapat memenuhi hak pemeliharaan kesejahteraan. PPNPN 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

a. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, antara lain : 

1. Wakil Menteri yang berasal dari Non Pegawai Negeri 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

3. Hakim Ad Hoc yang berasal dari Non Pegawai Negeri 

4. Staf khusus non pegawai negeri pada Kementrian Negara/Lembaga 

5. Komisioner/pegawai non pegawai negeri padan lembaga non struktural  

6. Dokter/Bidan PTT 

7. Dosen/Guru Tidak Tetap 

8. PPNPN lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 

penghasilannya bersumber dari APBN.   

b. Diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen 

dalam rangka pengadaan barang/jasa.  

1. Tenaga Ahli untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian/konsultasi    

pada Kementrian Negara/Lembaga. 

2. Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti pada satker 

yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk 

melaksanakan kegiatan operasional kantor. 
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3. PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan 

KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang dan jasa, serta 

penghasilannya bersumber dari APBN  

Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, 

yaitu PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disertakan 

dengan ASN yaitu hari pertama bulan berkenaan dan penghasilan PPNPN yang 

diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti 

prinsip pengadaan barang/jasa yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa 

diterima.
29

 Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk : 

1. Bagi tenaga kerja pegawai pada Badan Layanan Umum yang 

penghasilannya dibayarkan dari pendapatan Badan Layanan Umum. 

2. Bagi tenaga kerja pegawai tidak tetap maupun penerima honorarium 

yang ditugaskan terkait output kegiatan. 

2. Hak Normatif Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rancangan yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dapat 

dilakukan setelah rancangan sebuah perencanaan dianggap sempurna. Menurut 

Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau 

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, 

tapisuatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.
30

 

                                                 
29

 Pembayaran Penghasilan PPNPN. http://kppnmetro.org/pembayaran-

penghasilan-PPNPN. 
30

 Nurdin Usman,  Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 

2002, hlm. 70 
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Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang sangat memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan pihak yang 

berkepentingan. Van Meter dan Van Horn,  menggolongkan kebijakan-kebijakan 

menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan 

sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses 

implementasi berlangsung. Faktor perubahan merupakan karakteristik yang paling 

penting setidaknya dalam dua (2) hal, yaitu :
31

 

1) Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang 

dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan 

inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada 

perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukan sebelumnya 

perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara 

inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih 

banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata 

sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal 

ini sangat berbeda berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada 

keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan 

mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan 

antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar. 

                                                 
31 Budi Winarno. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, 

hlm. 179 
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2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang dibutuhkan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin 

terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi 

secara drastis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Hak Normatif Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 

1. Gambaran Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 

 Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Non Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik 

merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 6 

Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang 

Statistik. Sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang ini 

yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal 

nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang 

merupakan muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, antara 

lain : 

a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 

dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, 

statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara 

mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik, serta statistik khusus 

yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan,dan atau 

unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan 

Pusat Statistik.  

PUSTAKA
Typewritten text
35
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b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik 

diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teraratur dan 

transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan 

data yang dibutuhkan. 

c. Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien. 

d. Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi 

masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan 

kepada Badan Pusat Statistik. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang 

harus diterapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data 

ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga 

dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data 

sekunder. 

2. Membantu  kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 

3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan 

pelatihan statistik.  

4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain 

untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 

Visi Badan Pusat Statistik adalah dengan berbagai pertimbangan untuk 

pencapaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan 
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permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka Badan 

Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 yaitu Penyedia Data Statistik Berkualitas 

untuk Indonesia Maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa Badan Pusat 

Statistik berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional 

untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan 

menggambarkan keadaan yang sebenernya dalam rangka mendukung Indonesia 

Maju. 

Adapun Misi Badan Pusat Statistik untuk mencapai Visi dirumuskan dengan 

memperhatikan fungsi dan kewenangan Badan Pusat Statistik, visi Badan Pusat 

Statistik menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang pertama 

(Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), kedua (Struktur Ekonomi yang 

produktif, Mandiri dan Berdaya Saing) dan yang ketiga Pembangunan yang 

merata dan berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Menyediakan data statistik yang berkualitas dan berstandar nasional 

dan internasional. 

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan. 

3. Mewujudkan pelayanan yang prima di bidan statistik demi 

terwujudnya Sistem Statistik Nasional 

4. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan adaptif 

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. 

Core values (Nilai-nilai inti) pada Kantor Badan Pusat Statistik merupakan 

pondasi yang kokoh guna membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan 
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Badan Pusat Statistik dalam bekerja. Adapun nilai-nilai inti Badan Pusat Statistik 

adalah : 

a. Profesional 

1. Kompeten  

 Merupakan keahlian yang dimiliki dalam bidang tugas yang diemban. 

2. Efektif 

 Merupakan upaya untuk memberikan hasil yang maksimal. 

3. Efisien 

 Merupakan giat untuk menuntaskan setiap tugas secara produktif, 

dengan sumber daya minimal. 

4. Inovatif 

 Merupakan upaya pembaruan untuk penyempurnaan melalui proses 

pembelajaran diri secara terus menerus. 

5. Sistematis 

 Merupakan tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 

b. Integritas 

1. Dedikasi 

Mempunyai pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang di emban 

dan institusi. 

2. Disiplin 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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3. Konsisten 

Satunya kata dengan perbuatan. 

4. Terbuka 

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai 

pihak. 

5. Akuntabel 

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya telah terukur. 

c. Amanah 

1. Terpercaya 

 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya 

didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi  

2. Jujur 

 Sikap jujur menjadi kunci utama dalam melaksanakan tugas tanpa 

menyimpang dari mental spiritual. 

3. Tulus 

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan 

pribadi serta berdedikasi tinggi terhadap semua tugas untuk 

perlindungan kehidupan manusia. 

4. Adil 

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. 
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Sehubungan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi guna 

mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien, maka Badan 

Pusat Statistik kembali melakukan penataan organisasi dan tata kerja baik pusat, 

provinsi maupun kabupaten atau kota. Badan Pusat Statistik menuangkan hasil 

penyederhanaan birokrasi ini dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi 

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.        

Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah BPS 

Kabupaten atau Kota. Badan Pusat Statistik Kabupaten atau kota adalah instansi 

vertikal BPS yang berada di bawah pimpinan langsung oleh kepala serta 

bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat.  

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi BPS Provinsi Sumbar 
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Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang 

Kepala yang mempunyai tugas memimpin Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku : menyiapkan kebijakan provinsi dan kebijakan umum sesuai dengan 

tugas Badan Pusat Statistik, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas 

BPS Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya : serta membina dan 

melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh 

seorang Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas mengkoordinasikan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di 

lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Tenaga Fungsional 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari tenaga fungsional yang 

bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 

Logo Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 

 

 

 

 

Gambar 2 Logo BPS Provinsi Sumatera Barat
32

 

Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan 

                                                 
32

Sumber http://sumbar.bps.go.id, diakses pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2022 Pukul 11.30 

WIB. 
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disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu : 

a. Biru  

Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun 

sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol). 

b. Hijau 

Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun 

sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga). 

c. Orange 

Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun 

sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam). 

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan BPS adalah 

sebagai berikut : 

1. Tugas  

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

2. Fungsi  

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik 

b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional 

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar 

d. Penetapan sistem statistik nasional 
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e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dibidang kegiatan statistik dan 

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

3. Kewenangan 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro 

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya 

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional 

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu : 

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan 

statistik 

2. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. 

Kedudukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada kantor  Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

merupakan para pekerja yang tidak terikat dengan pihak ketiga namun juga tidak 

terdaftar sebagai pegawai negeri. PPNPN memperoleh gaji dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). PPNPN terikat oleh perjanjian /kontrak 
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kerja tertulis dengan Badan Pusat Statistik. PPNPN bisa menempati jabatan 

administratif seperti administrator, analis, sekretaris dan resepsionis dan jabatan 

teknis seperti kurir, pengemudi dan cleaning service. 

Tenaga operasional teknis, dengan tugas utama yaitu melakukan pekerjaan 

operasional pendukung teknis terkait dengan pemrosesan data, pelaporan, desain 

informasi dan aspek teknik informatika dengan persyaratan pendidikan minimal 

Diploma III atau membantu kegiatan observasi sederhana dan menginput data 

pengamatan dengan persyaratan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau 

Sekolah Menengah Kejuruan.  

Tenaga administrasi perkantoran dengan tugas utama pelaksanaan 

administrasi perkantoran, surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian 

dan administrasi keuangan dengan persyaratan pendidikan minimal Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Serta Staf 

Khusus, tenaga ahli, tenaga keamanan, tenaga kebersihan (office boy, cleaning 

service), serta tenaga pengemudi tidak termasuk kategori tenaga PPNPN. 

PPNPN mempunyai aturan kerja yang terstruktur dan terarah sesuai 

perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Kedudukan PPNPN pada kantor 

ini terbilang strategis namun juga rentan, hal ini disebabkan karena PPNPN 

memiliki kekuatan yang cukup kuat dengan adanya perjanjian kerja yang 

disepakati di awal masa kerja. Namun juga rentan jika seandainya memiliki 

kendala atau masalah yang ditimbulkan dari pihak PPNPN maka beresiko 

terhadap kedudukan PPNPN itu sendiri. 
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2.  Hak Normatif Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 

Hak normatif merupakan hak-hak dasar pekerja yang diatur, dilindungi dan 

dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu merupakan 

suatu hal yang harus bagi instansi untuk memberikan kepada pekerjanya minimal 

hak-hak yang telah dijamin tersebut.
33

 Menurut hasil penelitian penulis Badan 

Pusat Statistik memberikan hak-hak yang telah di tetapkan oleh undang-undang 

yang terkait. 

Pertama, hak untuk mendapatkan upah. Upah merupakan hak pekerja yang 

diterima dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk beberapa tunjangan bagi 

pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan pekerja. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan.
34

 

Hak untuk mendapatkan upah terdapat dalam Pasal 1602 KUHPerdata, 

Pasal 88 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Adapun komponen 

upah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja oleh Badan Pusat Statistik 

terhadap PPNPN sebagaimana ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Komponen upah bagi PPNPN yaitu:  

 

 

                                                 
33

Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm.81 
34 Indonesia,Undang-Undang Ketenagakerjaan,UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 

2003, Pasal 1 angka 30 
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1. Upah pokok (basic salary). 

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja 

menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian 

kerja, perbedaan upah pokok antara satpam, pengemudi, cleaning service dan 

pramubakti yang meliputi, resepsionis dan sekretaris berbeda. Hal ini 

dikarenakan tugas pokok masing-masingnya juga berbeda. Berdasarkan data 

yang diperoleh oleh penulis, PPNPN di lingkungan Kantor Badan Pusat 

Statistik adalah satuan pegamanan (satpam), cleaning service (cs) dan 

pramubakti. Satuan pengamanan (satpam) memiliki tanggung jawab kerja 

dalam bidang keamanan, menjaga kantor dalam kurun waktu 24 jam.  

Dengan kapasitas  kantor yang cukup luas dan banyak pekerja 

didalamnya, pengamanan kantor dilakukan oleh enam (6) orang satpam. 

Dalam satu hari satuan pengamanan berdinas sebanyak dua orang dari pukul 

07.30 WIB pagi hingga pukul 07.30 WIB malam untuk sesi pagi, pukul 07.30 

WIB malam hingga pukul 07.30 WIB pagi untuk yang berjaga pada sesi 

malam.
35

 Satpam berdasarkan kontrak kerja yang disepakati mendapatkan 

upah kerja sebesar Rp. 2.832.000 ( Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu 

rupiah). Sebagaimana upah kerja tersebut dibayarkan selambat-lambatnya 

tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. Perihal ini tercantum dalam 

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor : 

011/KPA/2021. 

                                                 
35 Kontrak kerja satuan pengamanan di Kantor Badan Pusat Statistik  
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Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat memiliki seorang 

pengemudi, yang mana pengemudi merupakan suatu bentuk pelayanan antar 

jemput pejabat dan pelayanan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan 

dengan kendaraan dinas. Pengemudi bertugas untuk memeriksa keadaan dan 

kelengkapan kendaraan agar dapat di kendarai dengan aman, merawat 

kendaraan secara rutin agar kendaraan dapat digunakan, mengantarkan 

pegawai atau tamu ke tempat tujuan sesuai perintah pimpinan, memperbaiki 

kerusakan kecil kendaraan agar dapat beroperasi dengan layak, melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

pimpinan.
36

 Pengemudi bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan dan 

penumpang serta ketepatan waktu pengantaran tamu. Pengemudi berwenang 

untuk menolak mengantarkan pegawai atau tamu yang tidak sesuai perintah 

pimpinan dan wajib menilai kelaikan mesin kendaran. Upah dari pengemudi 

diberikan sebesar Rp. 2.832.000 ( Dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu 

rupiah) setiap bulan nya sebagai implementasi hak normatif pengemudi 

sebagai tenaga kerja pegawai pemerintah non pegawai negeri di kantor Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
37

 

Cleaning Service (cs) adalah sebuah jasa yang menyediakan layanan 

kebersihan, kerapihan serta higienis pada sebuah instansi, perusahaan atau 

bangunan yang lain, baik dalam ruang maupun luar ruang sehingga tercipta 

                                                 
36 https://www.uraiantugas.com/2019/05/tugas-pengemudi.html diakses pada Kamis, 21 

Juli 2022 Pada pukul 16.15 WIB. 
37 Keputusan Kepala Bps Provinsi Sumatera Barat Nomor : 011/Kpa/2021 

https://www.uraiantugas.com/2019/05/tugas-pengemudi.html
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suasana bersih, nyaman dan rapi guna menunjang produktivitas kerja yang 

baik. Cleaning service sangat dibutuhkan karena kebersihan adalah hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan, menjadi prioritas utama bagi kenyamanan 

tempat bekerja karena tidak semua sudut ruangan dapat di jangkau terutama 

semisal di perkantoran yang memiliki lantai yang tinggi dan harus 

dibersihkan kaca bagian luar nya.
38

 

Dengan kapasitas kantor yang terdiri dari 5 lantai, taman dan mushalla 

yang cukup luas menemukan kejanggalan yang menjadi perhatian karena 

juml ah cleaning service yang hanya berjumlah empat (4) orang. Oleh karena 

itu tenaga yang dikeluarkan juga cukup banyak demi kebersihan dan 

kenyamanan kantor yang optimal. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup 

pelik, karena tidak akan tuntas semua pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh 

tenaga kerja yang sedikit. Cleaning Service juga dibebani dengan durasi 

waktu kerja yang sangat panjang. Dari pukul 06.30 WIB hingaa pukul 17.00 

WIB. Cleaning service diberikan upah sebesar Rp 2.592.000,- 

PPNPN dalam ruang lingkup instansi Badan Pusat Statistik terdapat 

tenaga pramubakti yaitu sekretaris dan resepsionis. Sekretaris diberi 

kepercayaan oleh pimpinan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya 

sebagai sekretaris secara baik dan benar. Tugas seorang sekretaris diantaranya 

meliputi korespondensi, menerima tamu, menerima telepon hingga kearsipan. 

Tugas insidentil sekretaris meliputi mempersiapkan rapat, mengatur 

pertemuan Kepala Badan Pusat Statistik dengan relasi, mengurus perjalanan 

                                                 
38 Jasa Cleaning service, https://www.biosis.co.id, diakses pada hari Jum’at 11 Maret 2022, 

Jam 13.15 WIB. 

https://www.biosis.co.id/
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dinas, dan sebagainya. Sedangkan tugas kreatif sekretaris meliputi 

megirimkan bunga atau surat ucapan kepada rekan Kepala Badan Pusat 

Statistik, membuat kliping, dan sebagainya. 

Demi kepentingan Kepala kantor Badan Pusat Statistik sekretaris harus 

mampu berperan sebagai sumber dan filter informasi bagi pimpinan kantor 

dalam memenuhi fungsi, tugas dan tanggung jawab mulai dari administratif 

sampai human relations, sebagai perantara bagi pimpinan dan pihak-pihak 

yang ingin berhubungan dengan pimpinan, sebagai alternatif pemikiran dari 

Kepala kantor Badan Pusat Statistik dalam hal-hal penuangan ide, sebagai 

secret keeper atau pemegang rahasia pimpinan kaitannya dengan tugas 

instansi, sebagai mediator pimpinan dengan bawahan. Citra yang kurang baik 

terjadi karena ketidakmampuan sekretaris dalam memberikan informasi yang 

benar dan valid kepada publik.
39

 

Oleh karenanya dituntut bagi seorang sekretaris untuk cekatan, cermat 

dan kreatif dalam bekerja. Sementara itu dengan tanggung jawab kerja yang 

banyak dan berkaitan erat dengan pimpinan membuat sekretaris 

menghabiskan waktu lebih banyak di kantor dibandingkan PPNPN lainnya. 

Jika ditinjau dari kontrak kerja yang disepakati di awal masa kerja, 

menetapkan batas waktu kerja sekretaris pada pukul 07.00WIB hingga pukul  

16.00 WIB. Sedangkan sekretaris harus menyesuaikan waktu pulang dengan 

                                                 
39 Desilia Purnama Dewi & Liana Oktavia, “ Peran Sekretaris Dalam Mengelola Surat 

Masuk Dan Surat Keluar Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan. 

Jurnal Sekretari Vol. 4 No. 2 – Juni 2017. 
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pimpinan kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang kadang 

pimpinan selesai dengan urusan kantor pada pukul 20.00 WIB malam.  

Hal ini menjadi perhatian bagi penulis tentang hak-hak sekretaris yang 

pulang sudah lewat dari jadwal semestinya.  Pada hakikatnya waktu yang 

terpakai tidak sesuai dengan jadwal kontrak kerja yang disepakati mestinya 

terhitung lembur, namun kenyataannya tidak setiap waktu hak tersebut 

diberikan bagi sekretaris. Hal ini menjadi permasalahan yang 

memprihatinkan bagi sekretaris karena telah memakan banyak waktu istirahat 

untuk tetap bekerja. Pada prinsip nya waktu yang telah digunakan untuk 

bekerja seharusnya dibayarkan lembur.  

Resepsionis mempunyai peran strategis, karena perkembangan 

komunikasi yang berkembang pesat dan modern membuat resepsionis 

diwajibkan dengan mudah memberikan informasi mengenai pelayanan dari 

suatu instansi. Pada Kantor Badan Pusat Statistik resepsionis dituntut ikut 

serta membangun citra baik bagi instansi dengan mendukung keamanan serta 

mempermudah pekerjaan pimpinan melalui peraturan, pengelolaan waktu 

secara efisien. Maka bukan hanya penampilan menarik tetapi ada hal lain 

yang juga harus dimiliki oleh seorang Resepsionis, disamping harus 

menghafal semua pegawai yang ada di kantor Badan Pusat Statistik juga 

harus menghafal posisi dan jabatannya, karena itu juga nantinya yang akan 

ditanyakan apabila ada tamu yang datang mencari seseorang tentunya akan 

ditanyakan adalah nama pegawai dari bagian bidang apa.  
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Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab mengapa resepsionis harus 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam 

pengembangan instansi. Karena resepsionis yang memiliki kemampuan 

komunikasi akan pandai dalam berbicara, mengolah pesan atau materi. 

Kemudian tanpa disadari akan memberikan pengaruh terhadap komunikan 

untuk mengarahkan atau membentuk sikap komunikan sesuai dengan apa 

yang dikehendaki.
40

 Sekretaris dan resepsionis setiap bulan mendapatkan 

upah sebesar Rp 2.592.000,- 

2. Tunjangan Hari Raya 

Disamping pemberian upah pokok PPNPN juga diberikan pendapatan 

non upah berupa Tunjangan Hari Raya (THR). Tunjangan Hari Raya (THR) 

merupakan penghasilan tambahan non-upah yang wajib dibayarkan oleh 

pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya 

keagamaan. Tunjangan tersebut dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum hari raya keagamaan. Pemberian tunjangan dapat berupa uang tunai 

atau bentuk lain. Syarat pemberian dalam bentuk lain tidak boleh melebihi 

25% dari nilai THR yang seharusnya diterima.
41

 

Hak tenaga kerja terkait Tunjangan Hari Raya sebelum terbitnya 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, 

hak tenaga kerja tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Republik Indonesia Nomor Peraturan-04/Menteri/1994, dengan terbitnya 

                                                 
40 Tri Okta Sulfa Kimiawan, Soft Skill Komunikasi Resepsionis. Jurnal oratio directa vol. 2 

no. 2, Maret 2020. 
41Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm.88 
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 

tersebut maka Peraturan Menteri sebelumnya dicabut karena dianggap kurang 

jelas dalam melindungi hak tenaga kerja dalam mendapatkan Tunjangan Hari 

Raya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2016 menjelaskan tentang sanksi apabila pemberi kerja nekat untuk tidak 

memberikan Tunjangan Hari Raya terhadap tenaga kerja. Adapun pada 

hukum pidana sanksi pidana berupa denda serta pidana kurungan.
42

 

Pada hakikatnya Tunjangan Hari Raya sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri, namun dalam penerapannya sudah diatur dengan baik dalam 

perjanjian kerja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris 

selaku perwakilan dari PPNPN di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat, bahwa melalui perjanjian kerja yang disepakati BPS 

memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri pada hari besar keagamaan setiap tahunnya. Hak tersebut diberikan 7 

hari sebelum hari raya keagaamaan. Tunjangan tersebut diberikan dengan 

besaran sejumlah upah pokok tenaga kerja dalam 1 (satu) bulan keja.  Hal ini 

tentunya sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 

2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016.
43

 

 

 

 

                                                 
42 I Wayan Agus Vijayantera,” Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Sebagai 

Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016” Kertha 

Patrika, Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016. 
43 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 
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3. Upah Lembur  

Komponen ketiga yaitu upah kerja lembur. Upah adalah hak tenaga kerja 

yang di lindungi berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya setiap tenaga kerja 

mendapatkan upah. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Dan Upah Kerja Lembur, bahwa upah merupakan hak tenaga kerja yang 

diterima dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja 

kepada tenaga kerja yang dinyatakan dalam perjanjian kerja atau peraturan 

perundang-undangan. Kerja lembur (Overtime) merupakan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh tenaga kerja yang melebihi jam kerja, atas perintah 

pimpinan ataupun atasan. Kerja lembur biasa dilaksanakan pada hari-hari 

kerja biasa, hari libur mingguan serta pada hari libur tanggal merah tenaga 

kerja.  

Kerja lembur yang dilaksankan oleh instansi atau pemberi kerja 

merupakan suatu kebijakan yang diperbolehkan menurut peraturan 

perundang-undangan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berbagai macam 

alasan yang mendukung kemajuan dan pencapaian yang baik bagi instansi 

atau tempat bekerja merupakan faktor pendukung diadakanya kerja lembur 

bagi tenaga kerja. Selain itu, kerja lembur juga menguntungkan dari sisi 

tenaga kerja sendiri, karena kerja lembur nantinya akan mendatangkan 

pemasukan lebih kepada tenaga kerja yang telah melaksanakan perintah kerja 
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lembur tersebut, kerja lembur juga mendukung masa produktivitas tenaga 

kerja di waktu luang untuk menambah pemasukan tambahan.
44

 

 Menurut pengamatan penulis dilapangan Sekretaris yang menjadi objek 

bagi PPNPN yang erat sekali dengan kerja lembur. Hal ini dikarenakan 

sekretaris harus bekerja dan berada di kantor sesuai jadwal pimpinan. Penulis 

mengamati jika sekretaris menyelesaikan pekerjaan sering melebihi jam dinas 

untuk bekerja sesuai dengan perjanjian kerja. Namun terkait jam kerja yang 

berlebih pada jam pulang kantor bagi PPNPN khususnya sekretaris tidak 

selalu dibayarkan.Pada dasarnya dalam melaksanakan lembur  harus ada 

persetujuan PPNPN yang bersangkutan. Untuk itu, tidak diperkenankan 

adanya paksaan. Hal yang juga harus diperhatikan oleh pemberi kerja bahwa 

mempekerjakan tenaga kerja PPNPN melebihi waktu kerja sedapat mungkin 

harus dihindari, karena tenaga kerja harus mempunyai waktu istirahat yang 

cukup guna memulihkan kesehatan serta kebugaran jasmaninya. Namun pada 

keadaan tertentu dan mendesak suatu pekerja harus dituntaskan, hal ini tentu 

tidak dapat dihindari bagi tenaga kerja PPNPN untuk melaksakan kerja 

lembur. 

Disamping itu, kerja lembur hanya dapat dilaksanakan paling banyak 3 

(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimal 14 (empat belas) jam dalam 1 

(satu) minggu. Kecuali lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan 

atau libur resmi. Dalam pelaksanaan lembur, BPS berkewajiban untuk 

                                                 
44 A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Ni Kadek Mitha Sri Cahyani, “ Implementasi Upah Lembur 

Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

102 Tahun 2004” Kertha Dyatmika : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Dwijendra. Volume 17 

Nomor 2 Tahun 2020.  
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membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat 

secukupnya, serta memberikan makanan dan minuman. Pemberian makanan 

dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori, yang tidak boleh diganti 

dengan uang.
45

 Upah lembur yang direalisasikan berdasarkan surat tugas 

dibayrkan oleh bagian keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Barat, namun lembur tanpa surat tugas tidak diberikan upah lembur seperti 

yang di tetapkan. 

Kedua, hak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan atas 

kerja. Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam bidang kedokteran beserta 

prakteknya yang bertujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan bagi tenaga kerja 

dengan seoptimal mungkin. Kesehatan kerja bagi tenaga kerja diperhatikan penuh 

baik dari segi fisik, mental, keadaan sosial serta lingkungan kerja. Berbagai upaya 

preventif (bentuk pencegahan) dan upaya kuratif (dalam bentuk pengobatan) 

terhadap berbagai penyakit ataupun gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh 

faktor lingkungan kerja serta terhadap penyakit yang langsung diderita oleh 

tenaga kerja tersebut.
46

 

Kesehatan kerja sering kali dihubungkan dengan kebersihan tempat bekerja, 

yaitu dengan memperhatikan lingkungan kerja dari segi kualitatif dan kuantitatif 

pegukuran kebersihan, serta diperlukan upaya preventif untuk pencegahan 

penimbulan bibit bakteri atau penyakit. Kebersihan merupakan pengamatan 

kesehatan kerja yang bersifat teknik, sedangkan upaya preventif dan kuratif justru 

                                                 
45 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 102/MEN/VI/2004,Pasal 7 
46 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 

2019.hlm. 147 
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lebih mengedepankan kesehatan kerja bagi sumber daya manusia yang bersifat 

medis. 

Kesehatan kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam praktik 

kebersihan tempat bekerja. Hal ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya 

kekuatan peraturan perundang-undanganlah pimpinan Departemen Tenaga Kerja 

atau Departemen Kesehatan dapat melaksanakan pengawasan dan memiliki upaya 

yang memaksa dalam segala sesuatunya. Dengan peraturan perundang-undangan 

sanksi bagi yang melanggar maupun yang tidak mematuhi aturan dapat ditegakan 

dengan jelas. Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 

kebersihan tempat bekerja atau instansi dan kesehatan kerja adalah terdapat dalam  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

diberlakukan bagi seluruh wilyah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1951.
47

 

Pelayanan kesehatan kerja bagi tenaga kerja PPNPN pada kantor Badan 

Pusat Statistik telah memenuhi persyaratan sebagai pelayanan kesehatan. Badan 

Pusat Statistik memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan terpenuhinya 

beberapa persyaratan sebagai berikut : 

1. Pelayanan kesehatan tersedia  (available) bagi PPNPN, yang mana 

PPNPN memiliki klinik khusus yang dirujuk berdasarkan Kartu 

Jaminan Kesehatan berupa BSJS Kesehatan yang direkomendasikan 

jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal tenaga kerja PPNPN  tersebut. 

                                                 
47 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 

2019.hlm. 148 
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2. Pelayanan kesehatan juga berkesinambungan (continue), yaitu PPNPN 

dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sehingga 

kesehatan dapat dipantau secara baik. 

3. Pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja PPNPN juga terjangkau 

(affordable) yakni bentuk pelayanan yang diberikan dapat terjangkau 

oleh BPS sendiri sebagai pemberi jaminan kesehatan kerja. 

Bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistiklainnya adalah Medical Check Up kesehatan tubuh secara keseluruhan 

yang rutin dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Lain hal nya dengan 

keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan hal yang penting ditanamkan 

kedalam diri tenaga kerja. PPNPN wajib menyadari akan pentingnya keselamatan 

kerja bagi dirinya maupun bagi instansi BPS sendiri. Sebagai tenaga kerja PPNPN 

yang bekerja pada bidangnya masing- masing tentunya memiliki risiko. Jika 

terdapat banyak kecelakaan kerja, tenaga kerja banyak yang menderita, absensi 

ketidakhadiran meningkat, produktivitas kerja menurun, biaya pengobatan akan 

semakin besar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja PPNPN 

dan instansi BPS sendiri karena terdapat mengakibatkan cacat pegawai bahkan 

sampai meninggal dunia.
48

 

Kesehatan dan keselamatan kerja dalam hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang jaminan sosial 

ketenagakerjaan. PPNPN diberikan fasilitas pelayanan jaminan kesehatan yang 

dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk memperoleh 

                                                 
48 Heri Nugraha, Linda Yulia,”Analisis Pelaksanaan Program Keselataman dan Kesehatan 

Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kesehatan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero)” Jurnal Ilmiah Manajemen. Volume 10 Nomor 2 November 2019. 
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layanan jaminan kesehatan tersebut, PPNPN dikenakan iuran sebesar 2% (dua 

persen) yang dihitung dari besaran upah kerja yang diterima dan Badan Pusat 

Statistik dikenakan iuran sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung dari besaran 

jumlah upah kerja yang diberikan kepada PPNPN.
49

 PPNPN juga diberikan 

pelayanan jaminan keselamatan yang di kelola oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Ketiga, berkaitan dengan jam kerja tenaga kerja PPNPN. Pengaturan waktu 

kerja bagi tenaga kerja diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja dan 

Transmigrasi. Peraturan tersebut dibuat guna meningkatkan kesejahteraan para 

pekerja dan menciptakan keteraturan. Pengaturan waktu kerja diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 77 sampai Pasal 85. Dimana, Pasal 77 

ayat 1 melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 

sistem, yaitu : 

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 

hari dalam 1 minggu. 

2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari 

kerja dalam 1 minggu. 

 Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberi batasan jam kerja yaitu  

40 (empat puluh) jam dalam satu minggu. Apabila melebihi ketentuan waktu kerja 

tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur 

sehingga pekerja berhak atas upah lembur.
50

 

                                                 
49 Surat Perjanjian kerja Petugas Satuan Pengamanan Nomor : 009/SPK-PPNPN/2022  
50 Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja Dalam Teori Dan Praktik. 

Bandung: Kaifa Publishing, 2017, hlm.94 
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Beban kerja yang dirasakan oleh masing-masing tenaga kerja. PPNPN di 

Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jelas berbeda-beda. Dalam 

penelitian yang dilakukan penulis, terdapat waktu kerja yang bervariasi antara 

satpam, cleaning service dan pramubakti. Penulis melakukan wawancara kepada 

tenaga kerja PPNPN yang ada, adapun hasilnya sebagai berikut : 

1. Satpam bekerja dari 07.30 WIB hingga pukul 19.30 WIB untuk shift pagi, 

Pukul 19.30WIB hingga pukul 07.30 pagi shift malam . Jadi satpam 

bekerja kurang lebih 12 ( dua belas) jam dalam setiap shift.
51

 

2. Cleaning service bekerja mulai pukul 06.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB 

setiap harinya. Jadi Cleaning Service bekerja lebih kurang 11 (sebelas) 

jam sehari.
52

 

3. Pramubakti bekerja mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 dan pukul 

16.30 WIB. Jadi pramubakti bekerja lebih kurang 9 (sembilan) jam 

sehari.
53

 

4. Pengemudi bekerja mulai pukul 07.30 WIB hingga waktu pulang 

menyesuaikan dengan pimpinan. 

Berdasarkan data diatas, permasalahan tersebut terjadi sejak awal mula 

PPNPN bekerja di Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat hingga pada akhir tahun 

2021. PPNPN mulai menunjukan kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian 

kerja, hal ini disebakan oleh PPNPN yang merasa bahwa apa yang semestinya 

menjadi hak Penulis.  

                                                 
51 Wawancara Anggota satuan pengamanan (RA) pada hari Senin 10 Januari 2022 Pukul 

07.00 WIB. 
52

 Wawancara Cleaning Service (IMS) pada hari Sabtu 16 April 2022 Pukul 20.00 WIB. 
53

 Wawancara Pramubakti  (YR) pada hari Rabu 13 April 2022 Pukul 13.15 WIB. 
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Cleaning Service memiliki kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam, 

pramubakti  1 (satu) dan pengemudi menyesuaikan dengan jam dinas pimpinan. 

B. Upaya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Mewujudkan Hak 

Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan 

Tindak Lanjutnya. 

1. Upaya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Mewujudkan Hak 

Normatif 

Perwujudan hak normatif bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri  

yang tidak terimplementasikan dengan baik memerlukan upaya yang dapat 

mendorong terealisasikan hak tersebut. Berbagai upaya yang ditempuh diharapkan 

mampu mempengaruhi hak yang didapatkan oleh PPNPN sebagaimana mestinya 

diatur dalam undang-undang dan disepakati dalam perjanjian kerja. Perselisihan  

Hak Dalam Ketenagakerjaan erat hubungan nya dengan Perselisihan 

Hubungan Industrial yang menyangkut Perselisihan Hak dan perselisihan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, secara 

khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga diatur pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (“UU PPHI”). Pasal 1 angka 22 UU No. 13 Tahun 2013 merumuskan 

sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat 

yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 

dengan tenaga kerja atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan 
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mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan”. Sedangkan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), 

menyebutkan : “Perselisihan Hubungan Industrial ialah perbedaan pendapat yang 

menimbulkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. Pasal 

1 angka 2 UUPHI, mengenai Perselisihan Hak : “Perselisihan hak adalah 

perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan 

pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.  

Pasal 1 angka 3 UUPHI, mengenai Perselisihan Kepentingan : “Perselisihan 

kepentingan merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena 

tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan perubahan syarat-

syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

bersifat : Pada prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) 

yang menyangkut adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, 

dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta perselisihan yang terjadi 

antara serikat tenaga kerja buruh hanya dalam satu perusahaan, penyelesaiannya 

wajib diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
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 Namun, jika seandainya hal tersebut gagal maka dapat dilakukan upaya 

sebagaimana diatur pada UU PPHI, yaitu melalui perundingan Bipatrit, Tripartit, 

Konsiliasi atau melalui Arbitrase, maupun Mediasi. Menyerahkan ke Pengadilan 

untuk di Eksekusi Sesuai hukum acara perdata, biasanya untuk melakukan 

eksekusi Pengadilan akan mengeluarkan aanmaning yaitu penetapan yang 

dikeluarkan oleh hakim berisi teguran atau peringatan untuk melaksanakan 

putusan. Dalam hukum acara perdata, aanmaning adalah penetapan yang 

dikeluarkan oleh hakim berisi teguran /peringatan untuk melaksanakan putusan.   

Pada perkara hubungan industrial putusan dapat dilaksanakan lebih dulu 

meskipun diajukan perlawanan atau kasasi. Perlu diketahui terlebih dahulu Pasal 

108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (“UU PPHI”), mengatur sebagai berikut: “Ketua Majelis 

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat 

dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau 

kasas”. Rumusan dalam pasal di atas juga memiliki makna yang sama dengan 

istilah “uitvoerbaar bij voorraad” yang artinya ialah putusan yang dapat 

dilaksanakan serta merta, alias putusan yang dapat langsung dieksekusi walau 

belum berkekuatan hukum tetap.  

Dalam hukum acara perdata, aanmaning adalah penetapan yang dikeluarkan 

oleh hakim berisi teguran / peringatan untuk melaksanakan putusan. Selain itu, 

merujuk pada Penjelasan Pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di 

Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam perkara perdata oleh karena 
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pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak 

lawannya, maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-

undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini 

memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa 

orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”.  

“Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada 

menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan 

tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah 

memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan 

itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali 

kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada 

perlawanan, banding atau kasasi. Upaya PPNPN belum sampai hingga ke 

pengadilan, hal ini dikarenakan tenaga kerja PPNPN mengambil jalan dengan 

upaya yang menimbulkan kontra bagi BPS terhadap kinerja dari PPNPN yang 

semakin menurun, hal ini tentu menjadi perhatian bagi BPS Provinsi Sumatera 

Barat, adapun upaya yang dilakukan PPNPN menurut hasil wawancara penulis 

dengan tenaga kerja cleaning service dan satuan pengamanan antara lain : 

1. Tenaga kerja PPNPN melaksanakan lembur jika sudah dikeluarkan 

surat perintah lembur. 

2. Tenaga kerja PPNPN khususnya sekretaris menyelesaikan jam kantor 

sesuai dengan perjanjian kerja, meskipun pimpinan masih berada di 

tempat. 
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3. Tenaga kerja tidak mengindahkan perintah tugas selain dari tugas 

pokok, kecuali sudah ada konfirmasi sebelumya. 

4. Tenaga kerja PPNPN melapor kepada Bidang Sumber Daya Manusia 

ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian  

5. Tenaga kerja PPNPN meminta kenaikan upah kepada Kantor Badan 

Pusat Statistik. 

Upaya tersebut merupakan suatu kesepakatan bagi PPNPN agar dapat 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan 

mendapatkan hak sesuai dengan sebagaimana mestinya.  

2. Tindak Lanjut Pemenuhan Hak Normatif Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam hubungan kerja industrial, tenaga kerja memiliki peran dan 

kedudukan yang strategis. Tenaga kerja harus ditempatkan sebagai aset dan bukan 

sebagai alat produksi. Dalam dimensi tenaga kerja sebagai aset, maka pemberi 

kerja seperti intansi harus pandai dan cerdas menjaga dan melindungi hak tenaga 

kerjanya. Pemenuhan hak normatif tenaga kerja oleh instansi pemberi kerja sangat 

penting dan strategi karena secara tidak langsung memiliki dampak positif untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam pemenuhan hak-hak 

normatif tenaga kerja oleh pemberi kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap 

hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. 

 Hubungan kerja yang harmonis dan dinamis akan memberikan nilai tambah 

yang luar biasa besar bagi tenaga kerja dan pemberi kerja. Tenaga kerja akan 

merasa terlindungi dan aman serta termotivasi agar memberikan yang terbaik 



65 

 

 

terhadap tempat bekerja. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013 atas judicial 

review Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan minimal memberikan titik 

terang bagi tenaga kerja yang pernah dilanggar hak normatifnya oleh pemberi 

kerja. Tuntutan pembayaran upah tenaga kerja dan segala pembayaran yang 

ditimbulkan dari hubungan kerja yang mulanya dibatasi paling lama 2 (dua) 

tahun, tapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia tersebut menjadi tiada batasan kadaluwarsanya. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa 

Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertolak belakang dengan konstitusi. 

Hal ini dikarenakan aturan dalam undang-undang tersebut telah terbukti 

merugikan hal konstitusional para tenaga kerja. Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia memiliki pandangan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak atas 

kemanusiaan yang akan terpenuhi apabila imbalan serta mendapatkan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja 

Komitmen seluruh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif 

guna pemenuhan keadilan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin 

terbukanya akses keadilan hukum. Badan Pusat Statistik memberikan pengujian 

terhadap PPNPN untuk mengamati kerja yang baik dan bersih setiap hari , 

pengujiaan tersebut terjadi pada awal tahun 2022 yaitu tepatnya pada bulan 

Januari hingga pada bulan Maret  2022. Badan Pusat Statistik melakukan 

penilaian khusus terhadap kinerja setiap PPNPN. Implementasikan berbagi akses 
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untuk keadilan bagi tenaga kerja tersebut perlu tindak lanjut dari pemberi kerja 

atas pemenuhan hak normatif bagi tenaga kerja tersebut.  

Badan Pusat Statistik menanggapi berbagai upaya yang dilakukan oleh 

tenaga kerja PPNPN yang masih berada dalam ruang lingkup internal kantor. Hal 

ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tenaga kerja PPNPN memiliki 

kedudukan tersendiri sebagai penunjang produktivitas kerja di kantor. Hak 

normatif yang terealisasikan tidak tepat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dapat menjadi momok tersendiri bagi tenaga kerja PPNPN dalam 

melaksanakan tugas. Menurut  Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Hukum 

berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh PPNPN akhirnya Badan Pusat 

Statistik mengadakan rapat dan membuat keputusan tentang pemenuhan hak 

PPNPN yaitu pada bulan Maret 2022 pada saat penandatangan Surat Perjanjian 

kerja pengujian sementara PPNPN hingga selanjutnya. Upah pokok setiap tenaga 

kerja PPNPN dengan hasil sebagai berikut :
54

 

a. Upah pokok satuan pengamanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja 

diberikan Rp 2.832.000,- kemudian dinaikkan menjadi Rp 3.006.000,- 

b. Upah pokok cleaning service Rp 2.592.000,- menjadi Rp 2.733.000,- 

c. Upah pokok pramubakti dari Rp 2.592.000,- menjadi Rp 2.733.000,- 

d. Upah pokok pengemudi Rp 2.832.000,- menjadi Rp 3.006.000,- 

e. Sekretaris dan pengemudi yang menyelesaikan jam dinas kantor 

melebihi mendapatkan upah lembur dengan mengurus surat kerja 

lembur di keesokan harinya. 

                                                 
54 Wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2022. 
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f. Pengemudi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan pimpinan 

mendapatkan upah sesuai dengan surat pembayaran perjalanan dinas 

yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pusat Statistik. 

g. Satuan pengamanan mendapatkan hari libur sebanyak 1 (satu) hari 

kerja setelah bekerjabergantian shift dalam seminggu. 

Tindak lanjut pemenuhan hak normatif oleh BPS Provinsi Sumatera Barat 

diatas, terlihat jelas bahwa upaya tenaga kerja PPNPN mendapat perhatian dan 

perlindungan dari BPS Provinsi Sumatera Barat selaku pemberi kerja. Pemenuhan 

hak normatif PPNPN diatas dapat diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak. 

Tenaga kerja PPNPN merasa adil secara moril maupun materil terhadap putusan 

yang diterapkan diatas. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis dan BPS Provinsi 

Sumatera Barat bahwa tenaga kerja PPNPN tampak bekerja lebih giat dan lebih 

profesional di bidang  masing-masing pada saat ini hingga seterusnya. Demikian 

hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di kantor 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak normatif bagi Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sumatera Barat sudah terealisasikan dengan baik, hanya saja terdapat kendala 

yang berkaitan dengan upah lembur dan jam kerja tenaga kerja PPNPN yang tidak 

sesuai terhadap implementasi hak normatif dengan hasil sebagai berikut :  

1. Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Non Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Pusat 

Statistik merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang No 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1960 tentang Statistik. Kedudukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri pada kantor  Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri merupakan para pekerja yang tidak terikat 

dengan pihak ketiga namun juga tidak terdaftar sebagai pegawai negeri. PNPN 

memperoleh gaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). PPNPN 

terikat oleh perjanjian atau kontrak kerja tertulis dengan Badan Pusat Statistik. 

PPNPN bisa menempati jabatan administratif seperti administrator, analis, 

sekretaris dan resepsionis dan jabatan teknis seperti kurir, pengemudi dan 

cleaning service. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di kantor Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang mana diatur oleh Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003. Kendala terjadi pada realisasi upah lembur sekretaris 

yang bekerja melebihi jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dan jam kerja 

yang melebihi jam kerja yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja, namun 

jaminan kesehatan sudah terpenuhi hak nya secara baik oleh Badan Pusat 

Statistik. PPNPN seperti satpam, cleaning service serta pramubakti. Beban 

kerja yang dirasakan oleh masing-masing tenaga kerja.  

2. Berbagai upaya yang ditempuh diharapkan mampu mempengaruhi hak yang 

didapatkan oleh PPNPN sebagaimana mestinya diatur dalam undang-undang 

dan disepakati dalam perjanjian kerja. Upaya PPNPN antara lain : Tenaga kerja 

PPNPN melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. 

Tenaga kerja PPNPN melaksanakan lembur jika sudah dikeluarkan surat 

perintah lembur. Tenaga kerja PPNPN khususnya sekretaris menyelesaikan 

jam kantor sesuai dengan perjanjian kerja, meskipun pimpinan masih berada di 

tempat.Tenaga kerja tidak mengindahkan perintah tugas selain dari tugas 

pokok, kecuali sudah ada konfirmasi sebelumya.  

Tenaga kerja PPNPN melapor kepada Bidang Sumber Daya Manusia 

ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Tenaga kerja PPNPN 

meminta kenaikan upah kepada Kantor Badan Pusat Statistik. Pemenuhan hak 

bagi tenaga kerja PPNPN diberikan dalam bentuk pemambahan upah bagi 

setiap PPNPN setiap bulannya. Hal ini cukup membuat tenaga kerja PPNPN 

senang sebab adanya sikap yang diambil oleh Badan Pusat Statistik terhadap 

hak bagi PPNPN implementasi hak normatif pegawai pemerintah non pegawai 

negeri pada kantor Badan Pusat Statistik. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan berupa 

saran-saran kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk 

meningkatkan efisiensi kinerja bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri 

agar dapat berjalan rasional dan pemenuhan hak normatif PPNPN tersebut 

terpenuhi sebagaimana mestinya. Kebijakan tentang kerja lembur agar 

terlebih dahulu disepakati oleh pihak PPNPN demi tercipta efektivitas kerja 

yang baik. 

2. Dalam peningkatkan mutu dan kinerja bagi Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri sebaiknya kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Barat mengadakan pelatihan atau training motivation guna memberikan 

dorongan dan semangat serta pentingnya sikap profesionalitas dalam 

bekerja. Sehingga nantinya terciptalah tenaga kerja yang terarah dan disiplin 

dalam kompeten dalam bidangnya. Upaya yang dilakukan oleh PPNPN 

masih dalam konteks wajar dan sudah sebaiknya Badan Pusat Statistik 

mengambil sikap dengan tegas dan jelas demi terwujudnya tenaga kerja 

yang sejahtera. 
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